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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan telah
ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum vyang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah Badan
Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada
Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor TAN.03.257/M.EKON/ 10/2020
tanggal 27 Oktober 2020, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355),
UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No. 23 Tahun 2005 (LN
Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012
(LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340), Perpres Rl 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98),
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No0.1862) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 227/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019
No.1745), Permenkeu Rl 57/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.542), Permenkeu R
129/PMK.05/2020 (BN Tahun 2020 No.1046).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tarif Pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga Crude Palm
Oil (CPO). Harga CPO sebagaimana dimaksud pada Lampiran | mengacu pada
harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan. Lampiran | Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 57/PMK.05/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
542) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 November 2020 dan diundangkan
pada tanggal 3 Desember 2020.

- Lampiran halaman 7-17.



